BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 141/ 722 [/HK/424.013/2025

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR
141/182/HK/424.013/2025 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN,

bahwa sehubungan dengan efisiensi dan evaluasi atas
penggunaan anggaran di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, maka terhadap
Keputusan Bupati Pasuruan Nomor
141/182/HK/424.013/2025 tentang Bantuan Keuangan
Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Pasuruan Tahun 2025 perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pencabutan Atas Keputusan
Bupati Pasuruan Nomor : 141/182/HK/424.013/2025
tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah
Desa Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan =~ Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor &0 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;,



Menetapkan
KESATU

18.

19,

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan
Khusus Kepada Pemerintah Desa Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 13 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141/182/HK/
424.013/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
1 : 28 Mei 2025

TEMBUSAN : R 1AMAD RUSDI SUTEJO
1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan; -.
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.




